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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

1. Dalam daftar antrian kreditor, pekerja tidak berada diurutan pertama. 

Faktanya meski berada dalam posisi “superior” berdasarkan UU No 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan sering kali 

ditempatkan paling belakang didalam antrian kreditur saat harta pailit 

dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena UU Kepailitan, dan UU 

Hak Tanggungan memang lebih menempatkan kreditur lain, seperti 

utang negara dan pemegang hak tanggungan yang lebih tinggi 

kedudukannya dibanding pekerja. 

2. UU No. 37/2004 mengatur bahwa sejak tanggal putusan pernyataan 

pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum, maupun sesudah 

putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit 

(Pasal 39 ayat 2). Dengan sendirinya, kurator wajib untuk mencatat, 

sekaligus mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yang 

merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta 

pailit.Daftar tersebut harus diumumkan pada khalayak umum, sebelum 

akhirnya dicocokkan dengan tagihan yang diajukan oleh kreditor 

sendiri. 
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B. SARAN 

1. Penulis beranggapan seharusnya ada jaminan terhadap pekerja yang 

dilakukan pemutusan hubungan kerja yang terlepas dari eksistensi 

harta pailit, sebab pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan pailit 

dengan sebab-sebab lain yang menyebabkan pekerja diputus hubungan 

kerjanya pasti berbeda. Pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan 

kerja yang alasannya bukan karena perusahaan pailit hanya akan 

berhadapan dan berurusan dengan pihakmanagement pada perusahaan 

tempatnya bekerja. Namun beda halnya dengan pekerja yang 

pemutusan hubungan kerjanya disebabkan oleh perusahaan pailit, 

maka kepentingannya akan bersinggungan dengan kepentingan debitur 

lainnya dan ketakutan terbesar ketika hak-hak mereka tidak tertagih 

oleh ketidakmampuan dari nominal harta pailit untuk dilakukan 

pembayaran kepada para kreditur, walaupun pekerja merupakan 

kreditur yang diistimewakan namun sama saja halnya jika harta pailit 

sama sekali tidak mencukupi walau hanya untuk pembayaran satu 

kreditur saja. 

2. Oleh karena itu, diharapkan di masa yang akan datang para pembuat 

undang-undang juga lebih memperhatikan lagi kepentingan-

kepentingan dari pekerja/buruh dan tidak membuat undang-undang 

yang saling tumpang tindih dan menimbulkan banyak penafsiran 

khususnya dalam hukum acara mengenai kewenangan dari suatu badan 

peradilan untuk mengadili suatu perkara, mengingat dalam hukum 
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acara di Indonesia apabila suatu perkara diajukan kepada badan 

peradilan yang tidak berwenang maka akan menyebabkan perkara 

tersebut akan dinyatakan tidak diterima tanpa memeriksa lagi terhadap 

substansi perkaranya, sehingga akan berakibat terhadap gagalnya 

penegakkan hukum di Indonesia. Selain itu dengan adanya 

kewenangan yang jelas dari badan peradilan yang akan menangani 

suatu perkara juga akan memberikan kepastian hukum tidak hanya 

kepada karyawan perseroan tetapi juga kepada perusahaan dimana 

karyawan tersebut bekerja. 
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